
SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 128 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG 

MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, surplus 
anggaran Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan 
dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan 
Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas 
daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Badan 
Layanan Umum Daerah; 

b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum penggunaan 
surplus anggaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan lebih lanjut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penggunaan Surplus Anggaran pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang 
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomo: 74 Tahun 2012; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diutah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Pe-_-aturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS 
ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT 
KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA 
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/ 
Pengguna Barang. 

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD 
adalah unit kerja atau subordinat yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah SKPD atau UKPD pada Pemerintah Daerah yang 
mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyedia barang dan/ atau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, 
efektivitas dan produktivitas. 

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan 
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang 
berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran PPK-
BLUD. 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai dasar hukum penggunaan 
suprlus tahun sebelumnya sesuai dengan fleksibilitas dalam PPK-
BLUD. 

Pasal 3 

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk menjamin kepastian hukum 
penggunaan surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan 
kesejahteraan masyarakat. 

BAB III 

SURPLUS DAN PENGGUNAANNYA 

Bagian Kesatu 

Surplus Anggaran BLUD 

Pasal 4 

(1) Surplus angaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi 
pendapatan dan realisasi biaya berbasis akrual pada satu tahun 
anggaran. 

(2) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas 
pada satu tahun anggaran. 

(3) Suprlus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disimpan dalam rekening kas SKPD /UKPD yang menerapkan 
BLUD untuk dapat digunakan langsung dalam tahun anggaran 
berikutnya. 

Bagian Kedua 

Prosedur Penggunaan Surplus BLUD 

Pasal 5 

(1) SKPD /UKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat menggunakan 
surplus anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan 
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD. 



(2) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan kepada Gubernur dan PPKD, untuk diperhitungkan 
dan dapat digunakan di tahun anggaran berikutnya, kecuali 
atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau 
seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan 
likuiditas SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD. 

(3) Laporan surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disertai dengan rincian rencana penggunaannya sesuai 
kebutuhan dan jenis belanjanya, meliputi belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa serta belanja modal. 

Pasal 6 

(1) Penggunaan surplus anggaran BLUD terlebih dahulu 
dianggarkan dalam RBA yang merupakan penjabaran lebih 
lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman PPK-
BLUD. 

(2) Dalam hal penggunaan surplus anggaran BLUD yang belum 
dianggarkan dalam RBA, SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-
BLUD dapat mengajukan anggaran pada perubahan anggaran 
tahun berjalan. 

(3) Penggunaan surplus anggaran BLUD dilaporkan dalam bentuk 
Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Realisasi 
Anggaran. 

Pasal 7 

(1) Pimpinan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung 
jawab atas penggunaan surplus anggaran BLUD. 

(2) Mekanisme pelaksanaan surplus anggaran BLUD merupakan 
pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran SKPD/ 
UKPD yang tidak menerapkan PPK-BLUD. 

BAB IV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 

(1) Terhadap pelaksanaan pemantauan surplus anggaran BLUD, 
Inspektorat dan BPKAD melakukan pemantauan secara 
berkala sesuai kebutuhan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus 
dalam membiayai program dan kegiatan SKPD/UKPD yang 
menerapkan PPK-BLUD. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Juni 2016 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

BASUKI T. PURNAMA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 13Juni 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2016 NOMOR 71012 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

a-t-r 
YAYAN YUHANAH 

NIP 196508241994032003 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

